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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berdasarkan: Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987 Nomor 158
Tahun 1987 dan 0543 b/w/1987.

A. Konsonan Tunggal

Sebagai fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf,

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan scbagian lagi dilambangkan dengan
huruf serta tanda sckaligus. Di bawah ini disajikan dafiar huruf Arab dan

transliterasinya dengan huruf Latin.

J “ alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
) ba‘ b be
< ta' t te
< sa § es (dengan titik di atas)
z jim i je

z ha‘ h ha (dengan titik di bawah)
'C kha' kh ka dan ha

3 dal d de

> zal z zet (dengan titik di atas)
B ra‘ T er

X



B zai z zet
o sin $ es
g2 syin sy es dan ye
P sad $ es (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik di bawah)
b ta t te (dengan titik di bawah)
_ b za' z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain _‘ _ _ koma terb:iial; )(dengan di
i Gain g ge
I fa* f = ef
T qaf q q
2 kaf k 5 ka
J lam 1 el
¢ Mim m em
o nun n en
9 Wau w we
—A ha’ h h
¢ hamzah ’ apostrof
3 ya' y ye




B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
(monoftong) dan vokal rangkap (diftong).
1. Vokal Tunggal
Transliterasi vokal tunggal bahasa Arab, yang dilambangkan dengan
tanda atau harakat, adalah sebagai berikut: l

Tanda Nama Huruf Latin Nama
— fathah a a
e kasrah i i

2
— dammah u u
Contoh:

-, 2
Jeo - swila S5 - 7ukira

2. Vokal Rangkap
Transliterasi vokal rangkap bahasa Arab, yang dilambangkan dengan

gabungan antara harakat dan huruf, berupa gabungan huruf.

Tanda Nama Huruf Latin Nama
&« / fathah dan ya ai adani
3 / ------ fathah dan wawu au adanu
Contoh:
Lj-_:,f, : kaifa :J:;-;- : jaraina
;:»«-‘v:\, : aisara 2:035 : laumata
33-;- : haula 33; : qaula
C. Maddah

Transliterasi maddah atau vokal panjang, yang dilambangkan berupa huruf

dan harakat, berupa huruf dan tanda.
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Tanda Nama Huruf dan Tanda Nama

(€ g— [J— fathah dan alif atau alif a a dengan garis di atas
& kasrah dan ya i i dengan garis di atas
2
3 dammah dan wawu u u dengan garis di atas
Contoh:
:‘,Lf.;‘;:.., JL; : qalasubhanaka cé\-w Lq.-é : fiha manafi’u
d\-:a-g %Lﬂ sama ramadana O f,i»u )..if :yaktubuna ma
yamkuruna
o a 2 20287 /c. = —
) iTama i g JB3) :iz qala yusufu
li abihi
. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua:

1. Ta Marbutah hidup. Transliterasi ta’ marbutah yang hidup atau mendapat
harakat fathah, kasrah dan dammah, adalah /t/

2. Ta’ Marbutah mati. Transliterasi ta’ marbutah yang mati atau mendapat
harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

70 ~2 0 4

JLAW\ a:p}; : raudah al-atfal atau raudatul-atfal
b tathah

. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam
transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Xii



Contoh;

o

Ao
Ly :rabbana Sz sijilin

3. 9 P

G"’“ : al-hajju ;55 » zukkira

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu “JV”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti

oleh gamariyyah.
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti huruf yang sama dengan huruf
yang langsung mengikuti kata sandang itu.
Huruf-huruf syamsiyah ada empat belas buah, yaitu:

L <ot 8, O LSy

2. S s 0. P S

3. > WAd 10. 2 :d

4. > % 1. b ot

5. 31 Ak 12. Lo z

6. GJ |3 TaY ™Yy

7. o LS 14. O :n
Contoh:

LJ":;-“’ : at-tawwabu :r:«i«)'f : asy-syamsu

>l : ad-dahru J-::J‘ : an-namlu
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2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan

aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan

bunyinya.

Huruf-huruf qamariah ada empat belas buah, yaitu:

1.

2.

\

<

e BN e U o I e

Contoh:

s Or

b

a,i,u

:)-;'Y\ : al-aminu

lc;-&m : al-badi‘u

o~

et

: al-khairu

8.

9.

10.

11.

1607

13.

14.

G-

) : al-‘ainu

) - .
,uj‘ : al-fagru

2 o
._.Lff )J'- : al-wakilu

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gqamariah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di
awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa

alif.

Contoh :

r 2

Y. 2_{ _
O 942U : ta’khuzuna

X1V
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- Ef _ s 06 -
L <. fa’tibiha slxdl  :an-na‘ma’u

-

L] @
{e—s :syi’un ol : inna
# - 2

- W _ A 0 ;
elowd! : as-sama’u <l : umirtu

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik f7°// (kata kerja), ism atau harf; ditulis
terpisah. Ada kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang
dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:
s 0, or - 1 ’\y ’; s N, —_
Ogj\jl\ ;9- j.;.} all OVy - Wainna Allaha lahuwa khair ar-razigin
atau
Wa innallaha lahuwa khairur- razigin
J.:.L;J‘ ‘:.:A\:,;‘ - Ibrahim al-khafil
atau
Ibrahimul Khalil

2

‘)‘;AJ“’, J;Q\ \3535 - Fa gufir al-kaila wa al-mizana
atau

Fa auful-kaila wal-mizana
9/° 5 & e I }u £ 2 —
CA,,J\ = u«»U\ LSLF« 4 9 - Wa lillahi ‘alan-nasi fijju al-baiti
3*;:» 4.:.“ &ML\ u-; man istata’a ilaihi sabilan
Atau

Wa lillahi ‘alan-nasi Aijjul-baiti man istata’a

ilaihi sabilan
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Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Kuruf kapital, seperti
yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital adalah awal huruf nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya.
Contoh :

P

[ L4 & . _ B _
Sy Y s U y + Wama Muhammadun illa rasilun
- 2 ® /,
ad J J'j\ sl ol :,."e,,& : Syahru Ramadan al-lazi unzila fih
e B 4 ) 8 al-Qur’anu
Q\")_;j\ atau
Syahru Ramadan al-1azi unzila fihil

Qur’any
° 12 0 e
_i" i\ OV é\; :uj} : Walaqad ra’ahu bil-ufuq al-mubini
" B atau

Wa laqad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
CedW & XS ¢ ARHamdu 4 Allahi rabbi sl
2 4 ‘alamina
atau
Al-Hamdu /i//ahi rabbil-‘alamina
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada kata lain schingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.
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ABSTRAK

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana
mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana yang
tertuang dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang menyebut beberapa cara turut serta
melakukan tindak pidana, yaitu : pelaku, penyuruh turut serta melakukan,
membujuk, dan pembantu melakukan. Yang disebut dalam pasal 55 KUHP
dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang
yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku/pembuat tindak pidana,
sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan pembantu melakukan tindak
pidana ancaman hukumannya dikurangi sepertiga.

Dalam hukum pidana Islam, para fugaha membedakan penyertaan ini
dalam dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung (isytirak-mubasyir), orang yang
melakukannya disebut syarik mubasyir dan turut berbuat tidak langsung (isytirak
ghairul mubasyir/ isytirak bittasabbubi), orang yang melakukannya disebut syarik
mutasabbib. Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama
menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedang orang kedua
menjadi sebab adanya tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh,
menghasut, atau memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam
melaksanakannya.

Hukum Pidana Islam dalam menentukan ancaman hukuman
membedakan antara turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, dan
juga membedakan antara tindak pidana hudud gisas dengan tindak pidana 74 zir.

Orang yang turut berbuat langsung dalam tindak pidana hudud dan gisas
yaitu berupa turut serta secara nyata atau menyuruh dengan paksaan diancam
dengan hukuman yang sama dengan pelaku yaitu hukuman Hudud Qisas,
sedangkan orang yang turut berbuat tidak langsung ancaman hukumannya tidak
sama dengan pelaku yaitu diancam dengan hukuman ta’zir:
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BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia sebagai makhluk yang
pada dasarnya ingin selalu berkumpul dan bergaul dengan sesama manusia
lainnya. Keinginan dan kecenderungan untuk bermasyarakat merupakan suatu
pembawaan dan naluri sejak lahir, merupakan keharusan badaniyah untuk
melangsungkan hidupnya.

Namun dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat tidak selalu berjalan
dengan rukun, damai, serasi dan harmonis. Seringkali terjadi konflik dan sengketa
antara mereka, baik dari segi perdata maupun pidana.

Merupakan suatu keberuntungan bagi kita warga negara Indonesia, karena
Indonesia adalah negara hukum, suatu negara yang berdasarkan atas hukum
(reecht staat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaar).!

Hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia,
agar kepentingan manusia tersebut terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.
Pelaksanaan hukum harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan
yang timbul dalam masyarakat.

Salah satu komponen penting agar negara hukum dapat terwujud adalah
dengan dibuatnya undang-undang, baik undang-undang yang bersangkutan

dengan masalah-masalah perdata maupun yang berkaitan dengan masalah-

' BP-7 Pusat, Undang-Undang Dasar 1945, P4 dan GBHN, (Jekarta: tnp 1994), hlm. 12.



masalah pidana. Undang-undang yang mengatur masalah perdata adalah KUH
Perdata (BW), sedangkan undang-undang yang mengatur masalah-masalah pidana
adalah KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Dalam hukum pidana positif, perbuatan yang dilarang dan disertai
ancaman pidana disebut dengan perbuatan pidana.?

Suatu perbuatan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan yang dilukiskan dalam ketentuan

Undang-undang

3 Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan

4. Harus tersedia ancaman hukumnya’

Pada dasarnya seseorang hanya dapat dipidana karena bersalah melakukan
perbuatan pidana kalau dia memenuhi semua unsur dari rumusan delik, kecuali
bila ada alasan penghapusan pidana, baik yang terdapat dalam Undang-undang
maupun yang diluarnya. Kalau itu merupakan alasan pembenar maka hapuslah
syarat yang ketiga, dan jika alasan pemaaf maka syarat keempat tidak terpenuhi.
Semua itu berarti pembatasan dapat dipidananya suatu delik, karena meskipun
perbuatan telah memenuhi semua unsur delik, pembuatnya tidak dipidana.

Tetapi dalam beberapa pasal dari Bagian Umum KUHP, pembuat undang-

undang membuka kemungkinan untuk memperluas dapat dipidananya perbuatan

2 Moeljanto, Azas-Azas Hukum Pidana, cet. Ke 4 (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

3 Schaffmeister, dkk., Hukum Pidana, Penerjemah: J.E.Sahetapy, (Yogyakarta: Liberty, 1995),
hlm. 213.



dalam beberapa hal. Ini kiranya dapat dinamakan gambar cermin dari pembatasan
dapat dipidananya perbuatan tersebut. Perluasan dapat dipidananya perbuatan itu
berarti bahwa sekalipun tidak semua unsur delik terpenuhi, kadang-kadang juga
ada perbuatan pidana. Hal demikian ditentukan oleh undang-undang dalam pasal
53 dan pasal 54 KUHP tentang percobaan yang dapat dipidana dan pasal 55
KUHP dan seterusnya mengenai penyertaan yang dapat dipidana. Kalau hal itu
tidak ditetapkan oleh undang-undang, maka pasal 1 KUHP menjadi hampa arti.

Perluasan perihal dapatnya dipidana terjadi pada penyertaan. Juga untuk
ini berlaku kendati tidak terpenuhinya semua unsur delik, namun kadang-kadang
dapat dijatuhkan pidana. Sifat ini yang pada hakikatnya melanggar Pasal 1 Ayat (1)
KUHP, terdapat baik pada percobaan maupun penyertaan. Oleh sebab 1tulah baik
percobaan maupun penyertaan oleh Pompe dipandang sebagai bentuk-bentuk
penampilan perbuatan pidana tersebut. Namun perbedaan antara keduanya terletak
dalam hal-hal yang berikut:

Orang dapat berbicara tentang percobaan apabila seorang terhenti dalam
melakukan suatu kejahatan. Meskipun demikian, pasal 53 KUHP menentukan
dalam keadaan-keadaan yang bagaimana ia harus dapat dijatuhi pidana. Dengan
kata lain, Pasal 53 KUHP mensyahkan apa yang telah dilakukannya itu sebagai
suatu perbuatan pidana yang berdiri sendiri, semacam bentuk penampilan
kejahatan yang dimaksud. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pasal 53 KUHP

pertama-tama memperluas jumlah perbuatan pidana.



Orang dapat berbicara tentang penyertaan apabila:

a. Selain pembuat suatu perbuatan pidana lengkap ada lagi yang ikut bermain.
Yang terakhir ini terlibat dalam terjadinya perbuatan pidana sedemikian
intensifnya serta telah menduduki tempat yang sedemikian penting dalam
rangkaian sebab akibat yang manuju pada delik tersebut, sehingga ia harus
dipidana sebagai pembuat atau pembantu, meskipun dia sendiri hanya
melaksanakan sebagian saja dari rumusan delik.

b. Apabila beberapa orang dalam kaitan tertentu yang satu dengan yang lain
telah sampai pada pelaksanaan satu perumusan delik yang lengkap,
sedangkan masing-masing dari mereka hanya melaksanakan sebagian saja.
Dalam hal yang terakhir ini kita hanya berurusan dengan mereka yang
terlibat itu secara sendiri-sendiri dan dengan pelaksanaan sebagian-
sebagian saja dari isi delik yang bersangkutan. Tetapi bagaimanapun juga,
sekali delik itu terlaksana (sekalipun ada beberapa orang yang masing-
masing memberikan sumbangannya), secara obyektif kita dihadapkan
dengan paling sedikit satu delik yang sudah terlaksana. Ini berarti bahwa
dalam hal penyertaan bukan terutama perbuatan pidanalah yang
mengalami perluasan, melainkan jumlah orang yang dapat dipidana, hal ini
yang membedakan antara penyertaan dengan percobaan. Satu perbuatan
pidana yang telah terlaksana (misalnya pencurian) dapat mengakibatkan
penuntut umum mengajukan lebih dari satu dakwaan kepada beberapa
orang, misalnya:

terhadap si A berdasarkan Pasal 362 KUHP dan terhadap si B
(pembantu turut serta atau pembantu pembuat) Pasal 362 jo.Pasal
55 KUHP atau Pasal 56 KUHP atau
- terhadap si A dan B (para pembantu ikut serta) Pasal 362 jo. Pasal
55 KUHP.*
Dalam Hukum Pidana Islam para fuquha menggolongkan hal ini menjadi
dua golongan, yaitu:
1. orang yang turut berbuat secara langsung dalam melaksanakan jarimah

(pidana), disebut syarik-mubasyir , dan perbuatannya disebut isytirak-

mubasyir.

*Ibid, him. 248



2. orang yang turut berbuat secara tidak langsung dalam melaksanakan
jarimah disebut syarik mutasabbib., dan perbuatannya disebut isytirak
ghairv- mubasiri atau isytirak- bittasabbubi’

Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama menjadi kawan
nyata dalam pelaksanaan jarimah, baik karena janji-janji atau menyuruh
(menghasut) atau memberikan bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam
melaksanakannya.

Hukum Islam dalam menetapkan hukuman bersifat umum, artinya
siapapun yang bersalah akan mendapatkan sanksi, tidak pandang apakah dia
seorang penguasa atau orang yang hina-dina, tidak peduli apakah dia orang kaya
ataukah miskin, hukuman terhadap pelaku jarimah mesti tetap diberlakukan.
Sebab tujuan hukuman itu sendiri dalam islam memberi rasa sakit (penderitaan)
kepada pelaku kejahatan, untuk mencegah dia dari mengulangi melakukan tindak
pidana itu, serta untuk mencegah yang lain dari mengikuti tindakan yang serupa.’
Dengan demikian hukum islam senantiasa memberi sanksi yang tegas terhadap
setiap pelaku jarimah.

Dengan ditegakkannya sanksi yang tegas dan tidak membedakan siapa
pelaku kejahatannya, hukum islam mampu menciptakan ketentraman umum. Hal
inilah yang menjadi tujuan ditetapkannya syariat islam.

Pada dasarnya menurut syariat Islam hukuman-hukuman yang telah

ditentukan jumlahnya yakni dalam tindak pidana hudud dan qisas dijatuhkan atas

3 A Hanafi, Azas-Azas Hukum Pidana Islam, (Jakarta : Bulan Bintang 1967) hlm.136

¢ Ahmad Fathi Bahansi, Al-Uqubah fi al-Figh al-Islami, (Mesir : Dar alkutub al -Arabiah,
1985), him. 11



pembuat langsung, bukan atas pembuat tidak langsung. Berdasarkan aturan
tersebut maka siapa yang turut berbuat dalam tindak pidana hudud atau qisas,
tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun turut
berbuatnya itu, melainkan dijatuhi hukuman ta’zir.”

Pada tindak pidana ta’zir tidak ada pembedaaan hukuman antara pembuat
langsung dengan pembuat tidak langsung sebab keduanya diancam dengan pidana
yang sama yaitu ta’zir. Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan dalam
menentukan besar kecilnya hukuman ta’zir, sehingga tidak perlu diadakan
pemisahan antara hukuman bagi pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk meneliti
tentang delik penyertaan, serta bagaimana akibat hukum dari delik ini ditinjau dari
perspektif hukum pidana Islam. dengan judul “Tindak Pidana Penvertaan dan

Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positit Perspektit Hukum Pidana Islam™.

B.Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas cukup memberikan kerangka berpikir untuk
mengembangkan pokok permasalahan yang relevan dengan tema penelitian ini,
adapun pokok masalah yang akan dicoba untuk dijawab yaitu :
1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang kriteria delik
penyertaan dalam hukum positif
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap akibat hukum pada

tindak pidana penyertaan

7 Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, (Bandung : Asy Syaamil Pres & Grafika,
2000), him. 157



C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

a. Menjelaskan tentang masalah tindak pidana penyertaan serta akibat
hukumnya menurut Hukum Pidana Positip.

b. Menjelaskan bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai
akibat hukum tindak pidana penyertaan.

2. Kegunaan penulisan

a. Untuk memperkaya khasanah intelektual bangsa Indonesia khususnya
dalam bidang hukum pidana, baik hukum pidana positip maupun
hukum pidana Islam.

b. Dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam studi tentang

hukum pidana, baik hukum pidana positip atau hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Setelah mengadakan penelitian diberbagai perpustakaan, penyusun
mendapatkan beberapa karya ilmiah ataupun skripsi yang membahas tentang
tindak pidana penyertaan. Banyak buku-buku yang membahas mengenai tindak
pidana penyertaan, namun buku-buku tersebut hanya menjelaskan secara sepihak
mengenai penyertaan tindak pidana, dalam arti buku-buku tersebut hanya
menjelaskan dari segi hukum positif saja maupun dari sudut hukum pidana Islam

saja.



Skripsi dari Muhammad Samsudin Nur® yang berjudul "Sanksi Tindak
Pidana Penyertaan Dalam Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam
dan Hukum Positif)" mengangkat penyertaan tentang pembunuhan dalam Hukum
Positif yang dikomparasi dengan Hukum Islam. Skripsi ini secara spesifik
menjelaskan penyertaan tindak pidana pembunuhan.

Adapun buku-buku yang membahas tentang penyertaan yaitu antara lain :

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi dasar
hukum positif di Indonesia. Buku ini menjelaskan tentang Pasal-pasal mengenai
tindak pidana, diantaranya tindak pidana penyertaaan yang didalamnya terdapat
macam-macam tindak pidana penyertaan beserta akibat hukumnya.

Buku karangan Scaffmeister dan kawan-kawan, yang berjudul Hukum
Pidana, buku ini menjelaskan secara tuntas mengenai tindak pidana penyertaan.
Namun seperti penulis katakan sebelumnya bahwasanya buku ini juga hanya
menjelaskan dari satu sudut pandang, yaitu hukum positf.

Dalam buku Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Dan
Kodifikasi karangan Aruan Sakdjo dan Bambang Poernomo, mennjelaskan sedikit
tentang tindak pidana penyertaan, namun buku ini cenderung menyinggung
penyertaan yang dianut oleh berbagai negara.

Sementara itu beberapa buku yang berlatar belakang hukum Islam antara

lain :

8 M. Samsudin Nur, Sanksi Tindak Pidana Penyertaan Dalam Pembunuhan (Studi Komparatif
Antara Hukum Islam dan Hukum Positif, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Sunan
Kalijaga, 2004)



Buku Abdul Qodir Audah, AtTasyri’ al-Jina’i al-Islami, Asas-asas Hukum
Pidana Islam karya A. Hanafi, menyebutkan jenis-jenis tindak pidana penyertaan
serta akibat hukumnya menurut para fuqaha.

Mennggagas Hukum Pidana Islam karya Topo Santoso merupakan satu-
satunya buku yang membandingkan antara hukum positif dan hukum pidana Islam
mengenai masalah penyertaan, namun pembahasan mengenai hal ini hanya sekilas

dalam arti hanya dibahas secara umum.

E. Kerangka Teoritik
Suatu perbuatan pidana adalah suatu pelanggaran tata hukum, yang
diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum’. menurut
hukum yang berlaku di Indonesia, maka pidana itu merupakan perbuatan yang
oleh Undang-undang ditentukan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan
dijatuhkan hukuman.
Berdasarkan definisi diatas maka disebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan
pidana adalah sebagai berikut :
1. Suatu kelakuan yang bertentangan
2. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggaran bersalah

3. Suatu kelakuan yang dihukum'®

® E. Utrecht, Hukum Pidana I, cet 11, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 252

1 1pid.
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Sebagai perbandingan, disebut tiga pendapat tentang perbuatan pidana

yang ditulis oleh Mr. Drs. E.Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana I, yaitu :
1. Perbuatan dalam arti peristiwa jahat yang tekah terjadi
2. Perbuatan dalam arti perbuatan yang menjadi pokok pendakwaan
3. Perbuatan dalam arti perbuatan materiil '’

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pidana disebut dengan jinayar yang
menurut fuqoha secara jelas disimpulkan oleh Abd al Qadir Audah dalam
bukunya At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami sebagai perbuatan yang dilarang oleh
syara’, baik mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Z

Sebagian para fugoha menggunakan istilah jinayat ini berkenaan dengan
perbuatan yang dilarang oleh syara’ mengenai jiwa, seperti pembunuhan atau
mengenai jasmani, seperti penganiayaan, pemukulan, perkosaan dan lain-lain.
Sedangkan sebagian yang lain menggunakan istilah jinayat mencakup jarimah-
jarimah hudud dan semua jarimah gishas *. Dalam pada itu dikalangan fugoha
lazimnya menggunakan istilah jinayat dengan jarimah tanpa mengadakan
pembedaan khusus lagi.

Menurut al-Mawardi dalam bukunya al-Ahkam as-Sultaniyah memberikan
definisi jarimah adalah larangan syara’ diancam Allah dengan hukuman had atau

ta’zir 4,

W E Utrecht, Hukum Pidana II, cet IV (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 252

'2 Abd al Qadir Audah, At-Tasyri’al-Jina’l al-Islani, (Kairo: Maktabah Arabah, 1963),
hlm.67

Y Ibid.

14 Al-Mawardi, Al-Abkam as-Sultaniyah, (Mesir : Bab al-Halabi, 1973), hlm. 219



11

Hukuman had adalah suatu hukuman atau sangsi yang telah pasti
ketentuannya dalam nash. Sedangkan ta’zir adalah hukuman yang tidak pasti
ketentuannya dalam nash. Hukuman ta’zir ini adalah wewenang penguasa dalam
menentukan berat ringannya hukuman sesuai dengan situasi dan kondisi serta
sesuai pula dengan perbuatan-perbuatan yang ada. Arti ta’zir adalah memberi
pengajaran.

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah dan pelakunya dapat
diminta pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsurnya.
Unsur-unsur jarimah itu adakalanya yang bersifat umum yaitu sebagai berikut :

1. Unsur formil, yaitu adanya nash atau ketentuan peraturan yang
menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan
hukuman.

2. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum,baik
perbuatan yang nyata berbuat atau sikap tidak berbuat, seperti tidak
memberi makan dan minum orang yang ditahan sehingga orang tersebut
meninggal dumia.

3. Unsur moril, yaitu pelakunya adalah seorang mukallaf,untuk ini berkenaan
dengan tanggung jawab pidana, yang hanya dikenakan atas orang yang
telah baligh, berakal, bebas berkehendak yang artinya mukallaf terlepas
dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh b
Secara komulatif ketiga unsur diatas harus selalu ada dalam perbuatan

hingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah. Adapun
unsur khusus adalah unsur yang berbeda-beda menurut perbedaan macam
jarimahnya, seperti pencurian adanya pengambilan barang secara diam-diam dan
perzinahan adanya unsur wathi’ dan sebagainya.

Seseorang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau

dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan

15 Abdul Qodir Audah, At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islam ..., him. 111
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pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh
Undang-undang dijadikan peristiwa pidana, merupakan perbuatan-perbuatan yang
dapat membahayakan atau memperkosa kepentingan-kepentingan umum. Dimana
kepentingan-kepentingan umum itu harus diartikan kepentingan-kepentingan yang
mempunyai arti dan kaedah yang besar bagi masyarakat, baik untuk keseluruhan
maupun untuk perseorangan didalam kemasyarakatan.

Perbuatan manusia itu barulah akan merupakan peristiwa pidana apabila
mencukupi segala syarat yang dimuat dalam rumusan dalil hukum yang
bersangkkutan. Meskipun suatu perbuatan pada syaratnya bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan hukum, akan tetapi jikalau tidak memenuhi segala
persyaratan yang diperlukan, maka perbuatan itu belum tentu dapat dipandang
sebagai peristiwa pidana

Dikalangan para sarjana hukum tidak ada persamaan pendapat tentang syarat-
syarat yang menjadikan perbuatan manusia itu sebagai tindak pidana, kendatipun
demikian, dapatlah diambil kiranya sebagai patokan bahwa tindak pidana itu
harus mencukupi syarat-syarat tersebut dibawah ini :

1. Harus ada perbuatan manusia

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan
hukum.

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus

dapat dipertanggung jawabkan

4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
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5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya didalam

Undang-undang '°.

Meskipun tidak semua unsur dan syarat perumusan delik/ tindak pidana
terpenuhi kadang-kadang dapat juga dijatuhkan pidana. Sifat ini pada hakikatnya
melanggar Pasal 1 Ayat (1) KUHP, hal ini terdapat pada figur percobaan dan
penyertaan tindak pidana.

Penyertaan tindak pidana ini dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 55
KUHP dan 56 KUHP. Secara umum penyertaan tindak pidana adalah suatu
kejahatan dimana terlibat lebih dari satu orang sehingga terjadi kejahatan tersebut.
Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana,
yaitu :

1. Pelaku (dader)

2. Penyuruh (doenpleger)

3. Turut serta melakukan (mededader/medepleger)
4. Membujuk (uitlokker)

Sementara Pasal 56 KUHP menyebut :

5. Pembantu (medeplichtige) ¥

Yang disebut dalam Pasal 55 KUHP diatas, dihukum sebagai orang yang
melakkukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan

dianggap sebagai pelakw/ pembuat tindak pidana, schinngga ancaman pidananya

16 R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 29

7 Moeljatno, KUHP, him. 25
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sama. Sedangkan pembantu melakukan tindak pidana ancaman pidananya
dikurangi sepertiga'®.

Dalam hukum pidana Islam, para fuqoha membedakan penyertaan ini
dalam dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung (isytirak-mubasyir), orang yang
melakukannya disebut syarik-mubasyir dan turut berbuat tidak langsung (isytirak
ghairul mubasyi/isytirak bittasabbubi), orang yang melakukannya disebut syarik
mutasbbib.

Perbadaan kedua orang tersebut adalah kalau orang pertama menjadi
kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedang orang kedua menjadi sebab
adanya tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut atau
memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya

Menurut syariat Islam hukuman-hukuman yang telah ditentukan
jumlahnya yakni dalam tindak pidana hudud dan qisas dijatuhkan atas pembuat
Jangsung, bukan atas pembuat tidak langsung. Berdasarkan aturan tersebut maka
siapa yang turut berbuat dalam tindak pidana hudud atau gisas tidak dijatuhi
hukuman yang telah ditentukan jumlahnya, bagaimanapun turut berbuatnya itu,
melainkan dijatuhi hukun fa'zir.

Pada tindak pidana fa zir tidak ada perbedaan antara pembuat langsung
dengan pembuat tidak langsung sebab keduanya diancam dengan pidana yang
sama yaitu fa'zir. Dalam hal ini hakim memiliki kebebasan dalam menentukan

besar kecilnjya hukuman ta 'zir,sehingga tidak perlu diadakan pemisahan antara

¥ Topo Santoso, Menggagas Hukum.. ., hlm. 153
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hukuman bagi pembuat langsung dan pembuat tidak langsung dalam jenis tindak
pidana ini.

Dari uraian diatas penyusun akan mencoba menjelaskan lebih detail
tentang masalah penyertaan tindak pidana, dan bagaimana akibat hukumnya
ditinjau dalam perspektif hukum pidana islam. Dengan harapan dari hasil
penelitian diatas nanti bisa menjadi bagian dari khasanah intelektual bangsa
Indonesia khususnya dalam bidang hukum pidana, serta bisa menjadi rujukan
dalam studi tentang hukum pidana, baik hukum pidana positip maupun hukum

pidana Islam.

F. Metode Penelitian
Adapun dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan metode
sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), yaitu
mengumpulkan data yang diperoleh dari kepustaakaan yang bersumber
dari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang dibahas.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptik analitik yaitu mengumpulkan data,
menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh berkaiatan dengan
pokok bahasan kemudian dianalisis.
3. Pendekatan

Penelitian ini dalam pendekatan masalah menggunakan pendekatan :
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a. Pendekatan Yuridis
Yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada
undang-undang, hukum positif dan aturan yang terdapat dalam hukum
Islam yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyertaan.
b. Pendekatan Normatif
Yaitu mendekati masalah yang akan diteliti dengan mendasarkan pada
teks kitab suci al-Qur’an, buku-buku figh, peraturan perundang-
undangan baik untuk pembenarannya maupun untuk pencarian norma
atas tindak pidana penyertaan.
4. Sumber data
Sumber data dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan :
a. Bahan hukum primer
Yaitu dari al-Qur’an, al-Hadist dan dari KUHP yang membahas tentang
tindak pidana penyertaan.
b. Bahan hukum sekunder
yaitu terdiri dari kitab-kitab figh, ushul figh, tafsir serta buku-buku
yang ada hubungannya dengan tindak pidana penyertaan.
¢. Bahan hukum tersier
Yaitu terdiri dari berbagai pandangan hukum di dalam buku-buku ilmu
hukum itu sendiri serta pemikiran tentang ketentuan pidana yang ada

relevansinya dengan tindak pidana penyertaan.



7

5. Analisis data
Setelah data terkumpul penyusun berusaha mengklasifikasikan untuk
dianalisis sehingga dapat diperoleh kesimpulan akhir. Adapun metode
analisis yang digunakan adalah deduksi, yaitu analsis yang berpangkal
pada data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat

khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasannya penelitian ini terbagi dalam lima bab, masing-
masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, agar penelitian ini ter susun secara
sisitematis. Adapun sistematika pembahasannya adalah :

Bab satu berisi pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini mempunyai
signifikasi sebagai pengetahuan dasar untuk memberikan landasan berpikir
tentang permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab dua berisi tentang tinjauan umum tindak pidana penyertaan menurut
KUHP, dasar hukum tindak pidana penyertaan, bentuk-bentuk tindak pidana
penyertaan dan perbedaan antara beberapa bentuk deelneming. Pembahasan ini
mempunyai urgensi bahwa dengan meninjau secara umum tentang tindak pidana
penyertaan dalam konteks hukum positif, maka akan memudahkan dalam

menguraikan masalah untuk menuju ke bab selanjutnya.
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Bab tiga mencakup tindak pidana penyertaan menurut hukum Islam, yang
berisi pengertian dasar tentang tindak pidana penyertaan, kriteria atau syarat-
syaratnya, serta ketentuan-ketentuan sanksi pidananya menurut hukum pidana
Islam. Disinilah letak urgensi penelitiannya, karena ordinat sentral dalam kajian
ini adalah tindak pidana penyertaan dalam hukum Islam, yaitu berusaha
mengupas secara komprehensif mengenai sanksi terhadap para pelaku deelneming
menurut hukum Islam.

Bab empat berisi analisis tentang kriteria tindak pidana penyertaan serta
sanksi hukum tindak pidana penyertaan dalam hukum positif ditinjau dari
kacamata hukum Islam. Pada bab ini memuat urgensi dari penelitian dalam rangka
melihat paradigma pemikiran secara analisis konstruktif.

Bab lima adalah penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran-
saran. Pada bagian akhir penelitian ini adalah daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.



BAB Y

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang panjang lebar dalam bab-bab terdahulu,
maka disini dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum
pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana
yang tertuang dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang menyebut beberapa cara turut serta
melakukan tindak pidana, yaitu : pelaku, penyuruh turut serta melakukan, membujuk,
dan pembantu melakukan. Yang disebut dalam pasal 55 KUHP dihukum sebagai
orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta
melakukan dianggap sebagai pelaku/pembuat tindak pidana, sehingga ancaman
pidananya sama. Sedangkan pembantu melakukan tindak pidana ancaman
hukumannya dikurangi sepertiga.

Dalam hukum pidana Islam, para fuqaha membedakan penyertaan ini dalam
dua bagian, yaitu: turut berbuat langsung (isytirak-mubasyir), orang yang
melakukannya disebut syarik mubasyir dan turut berbuat tidak langsung (isytirak
ghairul mubasyir/ isytirak bittasabbubi), orang yang melakukannya disebut syarik
mutasabbib. Perbedaan antara kedua orang tersebut ialah kalau orang pertama

menjadi kawan nyata dalam pelaksanaan tindak pidana, sedang orang kedua menjadi
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sebab adanya tindak pidana, baik karena janji-janji atau menyuruh, menghasut, atau
memberi bantuan, tetapi tidak ikut serta secara nyata dalam melaksanakannya.

Para fugaha mengadakan pemisahan apakah kerja sama dalam mewujudkan
tindak pidana terjadi secara kebetulan (tawafuq), atau memang sudah direncanakan
bersama-sama sebelumnya (tamalu). Pada yang pertama para peserta berbuat karena
dorongan pribadinya dan pikirannya yang timbul seketika. Pada yang kedua, para
peserta telah bersepakat untuk berbuat sesuatu tindak pidana dan menginginkan
bersama terwujudnya hasil tindak pidana itu, serta saling membantu dalam
melaksanakannya.

2. Hukum Pidana Islam dalam menentukan ancaman hukuman membedakan
antara turut berbuat langsung dan turut berbuat tidak langsung, antara tawafuq dan
tamalu, dan juga membedakan antara tindak pidana hudud gisas dengan tindak
pidana ta’zir.

Menurut  kebanyakan fuqaha, tanggung jawab tawafuq terbatas pada
perbuatannya saja, tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan peserta lain.
Sedang pada tamalu' para peserta harus bertanggung jawab atas perbuatannya secara
keseluruhan.

Orang yang turut berbuat langsung dalam tindak pidana hudud dan gisas yaitu
berupa turut serta secara nyata atau menyuruh dengan paksaan diancam dengan

hukuman yang sama dengan pelaku yaitu hukuman Hudud/ Qisas, sedangkan orang
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yang turut berbuat tidak langsung ancaman hukumannya tidak sama dengan pelaku
yaitu diancam dengan hukuman fa’zir:

Dalam tindak pidana fa'zir tidak ada pembedaan hukuman antara turut
berbuat langsung dengan turut berbuat tidak langsung, keduanya diancam dengan
hukuman yang sama yaitu fa 'zir.

Dalam hukuman ¢a’zir ini hakim mempunyai kewenangan untuk memutuskan

besar kecilnya hukuman, tergantung berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

B. Saran-Saran

1. Penyusunan skripsi ini bersifat teoritik, oleh karena itu kepada para mahasiswa
yang ingin meneruskan pembahasan tindak pidana penyertaan ini hendaknya
terjun langsung ke lapangan untuk meninjau bagaimana prakteknya kasus-kasus
ini di sidang pengadilan, untuk hukum Islamnya hendaknya mahasiswa meninjau
undang-undang suatu Negara yang mendasarkan hukum Islam sebagai dasar
negaranya dan bagaimana realitas dilapangan.

2. Negara Republik Indonesia sebagian penduduknya adalah beragama Islam dan
hukum Negara yang berlaku di tanah air adalah hukum pidana positif (KUHP)
yang merupakan produk negara Barat (Belanda). Oleh karena itu, dalam rangka
pembinaan hukum nasional diharapkan hukum pidana Islam dapat
ditransformasikan kedalam hukum nasional yang berlaku atau memberi nafas

Islam didalamnya, karena aturan-aturan hukum pidana Islam sangat berhasil dalam
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tujuan menegakkan keadilan. Bukti dari keberhasilan ini adalah fakta sejarah yang
mengungkapkan betapa amannya kehidupan masarakat dan Negara karena
efektifnya hukum yang diberlakukan.

. Selanjutnya penyusun hanya mampu berharap dan berdoa semoga para penegak
hulkum di nusantara ini diberi kekuatan iman dan tagwa kepada Allah swt.
Sehingga hukum Islam benar-benar terwujud dalam kehidupan bermasarakat dan
bernegara. Dan sebagai penutup, kritikk dan saran dari pembaca demi
kesempurnaan karya ilmiah ini sangat penyusun harapkan. Akhirnya semoga amal
dan jerih payah penyusun diterima disisi Allah swt. Sebagai amal yang ikhlas,

amiin.
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Lampiran I

TERJEMAH AL-QUR'AN, HADIST DAN LAIN-LAIN

BAB

HAL

TERJEMAH

BAB III

| BAB IV
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48

48

51

83

34

Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik
mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Segala larangan Syara' (melakukan hal-hal
yang dilarang atau meninggalkan hal-hal
yang diwajibkan) yang diancam dengan
hukuman had atau ta’zir.

Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi saw. Ia
bersabda "Apabila ada orang memgangi
seseorang kemudian yang lain
membunuhnya, maka pembunhnya itu
| harus dihukum mati,
' memegangnya dipenjarakan.

|

| Dan hendaklah kamu memutuskan perkara
diantara mereka menurut apa ayng
diturunkan Allah, dan janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-
hatilah kamu terhadap mereka, supaya
mereka tidak memalingkan kamu dari
sebahagian apa yang telah diturunkan Allah
kepadamu jika mereka berpaling (dari
hukum yang telah diturunkan Allah), maka
ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah
menghendaki akan menimpakan musibah
kepada mereka disebabkan sebagian dosa-
dosa  mereka. Dan  sesungguhnya
kebanyakan manusia adalah orang-prang
yang fasik.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan
yang mencuri, potonglah tangan keduanya,
sebagai pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.

sedangkan yang
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